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ABSTRAK

SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF
(STUDI PASAL 24 AYAT(S) UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004)

Lahirnya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
diharapkan sungguh-sungguh menjamin terselenggaranya demokrasi di daerah,
dan daya tarik terpenting dalam undang-undang ini adalah tentang diterapkannya
pemilihan kepala daerah secara langsung yang tertera pada Pasal 24 ayat (5)
undang-undang No 32/2004 yang menyebutkan bahwa:kepala daerah dan wakil
kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah
bersangkutan. Pemilihan kepala daerah secara langsung diyakini merupakan cara
yang paling demokratis untuk benar-benar menjamin terselenggaranya aspirasi
rakyat karena dengan metode ini kemungkinan kolusi antar anggota dewan
perwakilan rakyat daerah untuk meloloskan calon kepala daerah tertentu yang
tidak sesuai dengan aspirasi rakyat dapat di eliminasi.

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam pemilihan
kepala daerah secara langsung ini merupakan hal yang baru, karenanya diperlukan
kajian apakah sistem tersebut sesuai dengan fiqih siasah. Untuk itu skripsi ini akan
mencoba menganalisa sistem PILKADA langsung pada Undang-Undang No. 32
Tahun 2004 persfektip figih siyasah

Jenis pembahasan dalam skripsi ini adalah kajian pustaka. Penelitian yang
dilakukan menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Dan dan
pendekatan skripsi ini menggunakan pendekatan nirmatif-yuridis yang bertujuan
mengkaji permasalahan dengan hukum atau perundang-undangan vang berlaku.

Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah: bahwa pemilihan
kepala daerah secara langsung dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan
dari segi substansi sudah sesuai dengan fiqih siyasah tidak bertentangan
dengannya dan telah memenuhi prinsip pemilihan dalam Islam yaitu syura yang
bertumpu pada: persamaan, keadilan, kebebasan transparansi, dan kebersamaan.
Dan perbedaan terdapat hanya pada tataran teknis, karena harus disesuaikan
dengan kondisi sosial yang ada demi tercapai kemaslahatan umat.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman
transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Seccara garis besar

uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
‘ alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o ba‘ b
< ta' t -
n < Sa . s (dengan titik di atas)
T jim j
- ha‘ h h (dengan titik di bawah)
c kha' kh -
> dal d -
N T R
3 ra‘ T -
J zai z <
o sin s -
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o syin sy -
P sad $ s (dengan titik di bawah)
P dad d d (dengan titik di bawah)
b ta' t t (dengan titik di bawah)
b za' z 7 (dengan titik di bawah)
t ‘ain : koma terbalik
i gain g -
o fa* f .
A qaf q -
4 kaf k -
J lam I
| _r mim m -
O nun n -
9 wawu w -
—A ha’ h -
apostrof ] (tetépi tidak
s hamzah : dilambangkan apabila ter-
letak di awal kata)
€3 ya y -




2. Vokal
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
— Fathah a a
= Kasroh i i
. Dammah u u
Contoh:
5 - kataba a4y - yazhabu

Jow sw’ila S 3 - zukira
b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat

dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
3 / Fathah dan ya ai adani
S S Fathah dan wawu  au adanu
Contoh:

S - kaifa J #2- haula
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3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

€3 / ‘/ Fathah dan alif atau alif a a dengan garis di atas
Maksurah

C§ i Kasrah dan ya i i dengan garis di atas

9 s dammah dan wawu u u dengan garis di atas

Contoh:

JB - qala Jgi - gila
s - rama J &s- yaqulu
4. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua:
a. Ta Marbutah hidup
Ta’ marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah (t).
b. Ta’ Marbutah mati
Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah

()
Contoh: 4>lb- Talhah
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c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka
ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: 43+ 4> 4, - raudah al-Jannah
5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan scbuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut
dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah
itu.

Contoh: L3 _ - rabbana

;-&3 - nu’imma
6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
«JV”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang
yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh
qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : J:-:-“ — ar-rajulu



8Isud) — as-sayyidatu
b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila
diikuti oleh huruf syamsiyah mupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung
)

Contoh: P-UJ‘ - al-qalamu IO _aljalalu

@-\J\ - al-badi’u

7. Hamzah

8.

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di
akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam

tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

¢ o+ - syai’un <l - umirty

¢ ¢ - an-nav’u Q}J:'-‘U - ta’khuzuna
Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah

lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang
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dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan
juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh:

ol N = sd & o 9 - Wa innallaha lahuwa khair ar-razigin atau

O 5l g Jgg\ | 4 ;B - Fa ‘auft al kaila wa al-mizana

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh :

J ) gﬂ Lezle g - wa ma Muhammadun illa Rasul

u»\.‘.U C.p ) Jw}i :')‘ - inna awwala baitin wudi’a linnasi
Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya
memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain
sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka
huruf kapital tidak dipergunakan.
Contoh :

‘—‘:’.,)5 C:‘éj b (38 @l _pasrun minallahi wa fathun qarib

xii



\.;.E.“ ,AY\ a - lillahi al-amru jami’an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi

ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

xiil



MOTTO

‘Sesungguhinya Allafi menyuruh Ramu menyampaikan amanat Repada yang berfiak,
menerimanya, dan (menyurufi Ramu) apabila menetapkan hukum i antara
manusia supaya Ramu menetapRgn dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaikzb6aiknya padamu. Sesungguhinya Allah Mahia
mendengarlagi Maha melihat”"

* Annisa (4): 58
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini paham demokrasi dalam penyelenggaraan negara menjadi
“primadona” dalam setiap perbincangan mengenai paham kenegaraan. Sehingga
tidak aneh apabila setiap bangsa berlomba-lomba guna mendapatkan pengakuan
sebagai negara demokrasi oleh negara lainnya.

Pada prinsipnya paham demokrasi menghendaki adanya keikutsertaan rakyat
atau warga negara dalam aktivitas penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Hal
ini sudah terjadi sejak zaman Yunani Kuno (abad VI s/d XIII SM). Pada waktu itu
faham demokrasi dilaksanakan secara langsung, dimana rakyat ikut menentukan
keputusan-keputusan politik secara langsung. Namun saat itu hanya terbatas pada
sebagian golongan saja, kaum laki-laki dan para bangsawanlah vang diberikan
hak, sedangkan untuk budak dan wanita tidak diperkenankan untuk ikut
berdemokrasi.'

Di sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia, proses konsolidasi sistem
demokrasi selalu diupayakan oleh setiap penyelenggara negara, namun demikian
proses tersebut tidak mampu dilaksanakan dengan baik. Kenyataan menunjukan
selagi proses konsolidasi sistem demokrasi tersebut dilakukan, saat itu juga
otoriterianisme muncul, seperti contoh pembubaran Konstituante melalui Dekrit
Presiden 5 Juli 1959. Dengan dikeluarkannya dekrit tersebut, langkah konstitusi

sistem demokrasi justru berubah ke arah konsolidasi sistem otoritarian. Demokrasi

! Handoyo Hestu Cipto, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan don Hak Asasi
Manusia, cet.kel(Yogyakarta: Penerbit Universitas AtmaJaya, 2003), him.99.



terpimpin yang dicanangkan Sukarno menjadi institusi demokrasi di dalam negara
terpasung.”

Pemerintahan orde baru di bawah kepemimpinan Suharto juga melakukan
hal yang serupa. hosqs konsolidasi sistem demokrasi yang dikatakan dalam
konteks “melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945” justru menutup wacana
kehidupan demokrasi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan pemasungan hak
politik rakyat secara sistematik ataupun ruang publik untuk mengekspresikan
kehendak rakyat makin dipersempit. Berbagai macam perbedaan tidak diberikan
tempat yang cukup untuk diperdebatkan.

Baru setelah bergulimya reformasi pada tahun 1998 banyak terjadi
perubahan di dalam perpolitikan maupun pemerintahan di Indonesia. Salah satu
perubahan penting yang terjadi dalam sistem pemerintahan ialah dengan
dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Dacrah sebagai pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974
penerapan dekonsentrasi atau penguburan lebih over shadowing terhadap
desentralisasi atau otonomi nampak sekali, sehingga terkesan kurangnya suasana
demokratis dalam pemerintahan di berbagai daerah, dimana kewenangan rakyat
yang disalurkan melalui badan legislatif baik di tingkat I maupun II tidak
memiliki makna adanya demokratis. Hal ini wajar karena kekuatan dan kekuasaan
eksekutif menjadi sangat kuat sekali. Dengan diterapkannya dekonsentrasi yang
sama pentingnya dengan desentralisasi, maka kedudukan kepala daerah menjadi

lebih kuat. Dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang

2 Ibid., hlm. vi



Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pun dimaksudkan agar
demokrasi terjadi di tingkat daerah dan tidak hanya di tingkat nasional.

Disadari atau tidak, pembentukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999
diselimuti oleh semangat reformasi yang berkembang dalam segala aspek
kehidupan bernegara berlangsung cepat. Pada akhirnya dapat dirasakan adanya
kekurangan dalam substansi dan prakteknya apabila disesuaikan dengan jiwa dan
semangat berdemokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),
sehingga hal tersebut menuntut kepada adanya peninjauan kembali terhadap UU
tersebut. Salah satunya yang harus ditinjau ulang adalah tentang pemilihan kepala
daerah (Pilkada) dengan segala aspek yang terkait dengan perubahan tersebut.

Akhimya, tuntutan perubahan UU tersebut memperoleh respon positif dari
pusat. Hal ini telah dimulai dengan adanya perubahan dari Undang-Undang No. 4
Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD menjadi
Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,
DPR, dan DPRD. Dalam Undang-Undang tersebut tidak lagi tercantum
kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah.

Selain itu, perubahan UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa
Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan
provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis. Sedangkan dalam
Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dikatakan bahwa wewenang presiden dalam

pemilihan kepala daerah diberikan kepada DPRD.



Menghindari berbagai persoalan yang timbul seperti adanya kolusi antara
legislatif dan eksekutif dalam melakukan kebijakan atau kolusi antara anggota
dewan dalam meloloskan salah satu calon (meskipun tidak sesuai dengan
kehendak rakyat), maka ditetapkanlah pemilihan kepala daerah secara langsung
melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang berbunyi: “Kepala daerah dan
wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam
satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan”.’ Yang
diharapkan dengan sistem ini ialah rakyat dapat mendapatkan pemimpin yang
sesuai dengan hati nuraninya dan memperoleh hak-haknya.

Pemilihan kepala daerah secara langsung dinilai sebagai sistem yang paling
demokratis. Seperti halnya pemilihan Presiden, pemilihan Kepala Daerah dinilai
sangat penting karena kedudukan dan kekuasaannya lebih dekat dan berhadapan
langsung dengan masyarakat bawah sehingga kepala daerah dianggap lebih
mengetahui kebutuhan mereka (rakyat).

Dengan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung maka:
Pertama, proses sekarang lebih accountable dan terbuka. Jika dulu masyarakat
sulit sekali untuk mengetahui proses pemilihannya dan tidak terlalu transparan
maka sekarang lebih terbuka. Meski permainan uang masih dimungkinkan, tapi
sangat sulit untuk membeli masyarakat yang begitu banyak. Kedua, persoalan
pertanggungjawaban kepala daerah terpilih. Apabila dulu calon terpilih dipilih
oleh DPRD, bisa jadi kepala daerah mementingkan anggota DPRD saja, sehingga
dalam laporan pertanggungjawaban nanti dapat dengan mudah diterima oleh

legislatif Sekarang mereka (calon kepala daerah) harus memperhatikan

3 pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



pemilihnya (rakyat). Ketiga, legitimasi. Kalau hanya dipilih oleh DPRD maka
jumlahnya hanya sedikit, namun apabila menggunakan sistem pemilihan langsung
dimungkinkan akan sangat banyak. Hal tersebut tentunya mempengaruhi
legitimasi yang jauh lebih tinggi. Keempat, lebih menciptakan check and balance
baik antara DPRD maupun kepala daerahnya. Mereka diharapkan akan saling
mengoreksi, karena keduanya dipilih langsung oleh rakyat.!

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sistem
pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan hal yang baru di samping
pemilihan Presiden. Kepala daerah sendiri dalam Islam mempunyai kedudukan
yang sangat strategis apabila dilihat dari kepentingannya. Kekuasaan ini dapat
dipandang dari bagaimana adanya sebuah pengangkatan resmi dan mempunyai
hak-hak yang istimewa yang tercermin dalam kebebasan dan mempunyai hak
prerogratif tertentu bagi pengurusan daerahnya. Kepala daerah pun berfungsi
sebagai Imam dalam kekuasaan kepemimpinan jika dilihat dari kepentingan
umum, begitu pula eksistensinya.” Dalam sejarah ketatanegaraan Islam, sistem
pemilihan kepala daerah diangkat melalui pemilihan yang dilakukan oleh seorang
Imam. Seorang kepala daerah harus mempunyai kredibilitas dan kapabilitas yang
baik untuk menduduki jabatan tersebut, karena syarat yang harus dipenuhi oleh
seorang pemimpin atau kepala daerah cukup banyak. Dengan harapan, nantinya

dapat memilih para kandidat yang benar-benar memiliki kualitas kepemimpinan.

4 Hadar N. Gumay, “Pilkada Langsung Lebih Penting,” Majalah Saksi, No. 11, Thn. VII
(Maret 2005), him. 41.

5 M. Dhiaudin Rais, Teori Politik Islam, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, dkk.cet.
ke-1 (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), him. 223.



Dengan demikian pemilihan kepala daerah atau kepemimpinan dalam
siyasah Islam tidak dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Dalam sejarah Islam
kepala daerah dipilih langsung oleh khalifah atau kepala negara melalui
pemilihan. Namun ada juga kepala daerah yang di angkat karena otoritas, ini
dilakukan dalam keadaan darurat. Otoritas yang dimaksud yaitu: kepemimpinan
daerah diserahkan kepada panglima perang yang baru menguasai suatu daerah
tertentu. Secara otomatis dia diangkat menjadi pimpinan daerah tersebut.®

Berdasarkan pengamatan terhadap fenomena pemilihan kepala daerah secara
langsung itulah, penelitian ini mencoba menganalisis Pasal 24 ayat (5) Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemilihan kepala daerah, karena merupakan
produk baru yang masih harus diuji, baik dari segi materi maupun praktik, ditinjau

dari sudut pandang fiqih siyasah.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diambil pokok masalah
sebagai berikut:
Bagaimana tinjauan figih siyasah terhadap sistem pemilihan kepala

daerah menurut Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah:

 Menurut Al Mawardi ada dua jenis pengangkatan. Perfama, pengangkatan dengan akad
atas atas sukarela, vaitu: dilakukan melalui pemilihan oleh imam. Kedua, penguasaan dengan akad
atas dasar terpaksa, yaitu: seorang kepala daerah berkuasa dengan menggunakan kekerasan
terhadap suatu daerah, kemudian khalifah mengangkatnya sebagai pimpinan di daerah tersebut.
Lihat Al Mawardi, A/ Ahkam as Sulthaniyyah; Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam,
alih bahasa Fadhli Bahri, cet. ke-1 (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 59



Mengetahui dan menjelaskan tinjauan figih siyasah terhadap Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004 tentang sistem pemilihan kepala daerah .
Sedang kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap
perkembangan figih siyasah terutama tentang sistem pemilihan
kepala daerah.

2. Kajian ini dapat memberikan masukan terhadap siapa saja yang
tertarik dengan kajian figih siyasah, terutama dalam melihat
perkembangan ketatanegaraan mengenai sistem pemilihan kepala

daerah.

D. Telaah Pustaka

Saat ini wacana pemilihan kepala daerah secara langsung yang akan
dilaksanakan begitu marak, ada pro dan kontra tentang sistem pemilihan kepala
daerah yang akan dilaksanakan nanti. Kelompok yang sepakat (pro terhadap
pemilihan langsung) beranggapan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung
ini merupakan sistem paling demokratis, transparan, kemungkinan terhindar dan
politik uang dan agar terwujud sense of public accountability (moral). Dengan
kata lain, pemilihan secara langsung memberikan legitimasi yang kuat bagi kepala
daerah karena dipilih langsung oleh rakyat sehingga DPRD sulit untuk
“menggoyang” kekuasaannya. Dengan pemilihan langsung juga akan terjadi
keseimbangan antara legislatif dan eksekutif, namun demikian bukan berarti
kepala daerah tidak bisa diturunkan. Jika kepala daerah nyata-nyata berbuat

kriminal atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan tidak bisa



aspiratif terhadap konstituennya maka sangat mungkin dapat diturunkan. Dan
kelompok yang sebaliknya beranggapan bahwa Indonesia belum saatnya memilih
kepala daerah secara langsung karena budaya masyarakat, keluasan wilayah serta
Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada belum memungkinkan sistem ini dapat
dilaksanakan.

Adapun beberapa buku atau tulisan yang menyangkut tentang kepala daerah
(pemimpin), antara lain: Buku figih siyasah “Al Ahkam as Sulthaniyyah; Prinsip-
prinsip Penyelenggaraan Negara Islam”.” Buku ini menjelaskan sistem pemilihan,
syarat syarat, jenis pengangkatan serta masing-masing wilayah kerjanya. Buku
“Teori Politik Islam”® oleh Dhiauddin Rais yang menjelaskan tentang persyaratan
bagi seorang kepala daerah, bentuk kekuasaan beserta wewenangnya.

Selain itu terdapat pula karangan Artani Hasbi, “Musyawarah dan

Demokrasi: Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintas Sejarah Pemikiran Politik
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Islam”.” Buku tersebut memaparkan konsep musyawarah etika dan prinsip-prinsip

dasarnya.
Adapun Ni’matul Huda dalam jumal UNISIA “Pemilihan Kepala Daerah
Secara Langsung di Era Otonomi Luas” disini beliau menjelaskan latar belakang

lahimya Undang-Undang NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

secara langsung.

7 Imam Al Mawardi, 4! Ahkam as Sulthaniyyah.

% Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam. alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Cet. ke-1
(Jakarta: Gema Insami Pres, 2001).

® Artani Hasbi, Musyawarah dan Demokrasi; Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintas
Sejarah Pemikiran Politik Islam, cet. ke-1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).



Dalam jurnal yang sama M Talhah dengan judul “Pemilihan Kepala Daerah
Secara Langsung: Garansi Moral dan Demokrasi” disini beliau menjelaskan plus
minus pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung.

Berbeda dengan tulisan-tulisan yang terkait dengan pokok masalah di atas
(sistem pemilihan kepala daerah), maka penelitian ini akan difokuskan pada
bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap sistem pemilihan kepala daerah secara

langsung Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang no. 32 Tahun 2004

E. Kerangka Teoritik

Ada beberapa sistem pemilihan kepala daerah yang dipakai saat ini
diberbagai negara'’:

pertama, Sistem penunjukan atau pengangkatan oleh pemerintah atau
pejabat pusat. Sistem ini biasanya diterapkan di negara-negara kesatuan yang
masih mempertahankan sistem monarkhi, emirat atau otoriarianisme, dengan
variasi-variasi sistem pemerintahan sejenis.

Kedua, sistem pemilihan perwakilan oleh dewan. Sistem ini digunakan di
negara-negara dunia yang menganut sistem kesatuan atau sistem pemerintahan
negara kesatuan seperti indonesia.

Ketiga, sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Sistem ini paling populer
digunakan di negara-negara yang menganut sistem federasi atau sistem

pemerintahan negara federasi, seperti Amerika.

19 yoko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung Ffilosofi, Sistem dan
Problema penerapan di Indonesia, cet ke-1 (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), him. 142-143
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Dalam sejarah Islam, pemilihan kepala daerah menganut sistem yang
pertama yaitu, kepala daerah ditunjuk atau diangkat oleh pejabat pusat, seperti di
negara-negara kesatuan, yang mempertahankan sistem monarkhi, emirat, dan
otoriarianisme. Namun demikian baik Al Qur’an maupun Hadis tidak memberikan
ketentuan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, khusus dalam masalah ini
adalah sistem pemilihan kepemimpinan. Mungkin inilah salah satu nilai
keuniversalan ajaran Islam di bidang politik, khususnya masalah pemilihan
kepemimpinan yang memberikan kelonggaran bagi ummatnya yang syarat dengan
berbagai kepentingan (sosial, budaya, suku, dan lain-lain).

Akan tetapi Islam justeru meletakkan suatu dasar yang berkaitan dengan
pengambilan keputusan atau melaksanakan suatu urusan termasuk keputusan
mengangkat seorang pemimpin. Allah SWT berfirman:

0588 ag38 ) Jlan g g (5 ) 95 pd yal 93 ghaalll galdl g ag M gilaivn (Al !

Ayat di atas mengandung pengertian bahwa setiap menghadapi persoalan
atau suatu urusan dilakukan berdasarkan musyawarah atau dalam kepemerintahan
Islam lebih dikenal dengan syura.'>

Syura mempunyai arti yang sangat penting dalam organisasi apapun ataupun
jama’ah apapun. Setiap negara maju memusatkan perhatian pada asas
musyawarah dan mengajak rakyatnya untuk mencapai keamanan dan

ketentraman, keberhasilan dan kebahagiaan. Musyawarah adalah jalan yang benar

1 Assyura (42) : 38

12 K ata musyawarah juga disebut dengan syura Tetapi syura terfokus pada pembahasan
politik Islam, sedang musyawarah orientasinya lebih umum. Dikutip dalam Artani Hasbi,
Musyawarah dan Demokrasi, htm. xxxiii.
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untuk mencapai pendapat dan solusi yang bijaksana dan baik untuk kemaslahatan
individu maupun kelompok serta negara, bahkan intenasional. Maka tidak
mengherankan jika Islam begitu besar perhatiannya pada asas musyawarah atau
syura.

Ayat 38 dari surat As Syura, menjadi referensi penting dalam teori politik
Islam, khususnya menyangkut pembatasan kekuasaan seorang pemimpin terhadap
hak-hak politik rakyat, syura juga menjadi institusi yang melahirkan konsep
politik lainnya (Ahlul Halli Wal Aqdhi)."

Pada prinsipnya, musyawarah atau syura adalah sisi sosial dari tauhid." Ia
adalah sarana untuk menciptakan harmonisasi dalam kehidupan sehari-hari.
Adapun bagaimana musyawarah itu dilaksanakan untuk mencapai tujuan
maksimal, di dalam Al-Quran terdapat konsep dasar dari ayat Al Qur’an dan
Hadits. Makna musyawarah, etika. prinsip, hukum melaksanakannya, serta ruang
lingkup bahasan, sehingga dapat diketahui bagaimana persoalan-persoalan yang
timbul, dan akhimya dapat dirasakan manfaat yang diperoleh dari musyawarah
itu.

Sebenarnya konsep musyawarah bukan merupakan sesuatu yang orsinil
dalam Islam, karena sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab sudah
mempraktikannya. Musyawarah itu dilaksanakan dalam bentuk sidang dimana
para pemuka suku atau kota membahas berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Akan tetapi referensi politik syura sebagai konsep politik senantiasa dikembalikan

13 Departemen Agama Republik Indonesia, Ensiklopedi Islam di Indonesia jilid 3
(Jakarta: CV. Anda Utama, ), him 1163

4 Artani Hasbi, Musyawarah dan Demokrasi, him. 1



12

kepada sistem pemilihan khalifah-khalifah Islam yang pertama. Pada masa itu
praktik musyawarah ini berkembang sehingga umat Islam tercatat sebagai bangsa
yang telah mempraktikan “sistem modem”."” Sistem pemilihan kepemimpinan
pada waktu kekhalifahan awal Islam bisa dibagi dalam dua sistem: Pertama,
pengangkatan berdasarkan nash atau wasiat dan yang Kedua, pengangkatan
melalui syura. Menurut golongan sunni, pengangkatan seorang pemimpin harus
berdasarkan pemilihan ummat atau yang lazim disebut sebagai syura. Alasannya
adalah: Pertama, tidak adanya nash yang qath’i tentang siapa pengganti Rasul

sebagai pemimpin. Kedua, karena prinsip pemerintahan dalam Islam berdasarkan

syura.'®
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (/ibrary research),
yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi
dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang ada dan relevan dengan
permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Seperti buku, majalah,
surat kabar dan masalah-masalah lainnya.

2. Sifat Penelitian.
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penentuan sifat penelitian ini

didasarkan pada dua alasan, yaitu: Pertama, penelitian ini akan berusaha

13 Ibid, him. x.

15 Abu Zahra, dikutip dalam Musdah Mulia, Negara Islam Pemikiran Politik Husain
Haikal, cet. ke-1 (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 228.



13

menggambarkan tentang sistem pemilihan kepala daerah menurut Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004. Kedua, setclah menggambarkan sistem pemilihan
kepala daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, maka penulis
akan menganalisa sistem tersebut ditinjau dari figih siyasah.
3. Pendekatan.
Pendekatan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan
normatif yaitu: mendekati permasalahan yang ada berdasar norma-norma

atauaturan hokum yang berlaku.

Teknik Pengumpulan Data.

Karena penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini ialah
kepustakaan (library research), maka, teknik yang akan dipergunakan dalam
penelitian ini ialah dengan mengumpulkan data atau literatur-literatur yang
relevan dengan permasalahan pokok yang menjadi sasaran penelitian. Dalam
penelitian ini, literatur atau data akan diklasifikasikan dalam kelompok data
primer, kelompok data sekunder dan kelompok data tersier.

Data primer adalah data yang menjadi sumber pokok dalam penelitian ini.
Dengan kata lain, data yang mempunyai kaitan langsung dengan permasalahan
yang diteliti. Dalam hal ini ialah data atau literatur-literatur tentang sistem
pemilihan kepala daerah, seperti Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah."’Kemudian data sekunder yaitu data-data atau literatur-

literatur yang menjadikan penjelasan tentang permasalahan yang sedang diteliti

"7 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
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berdasarkan data primer, seperti buku Mekarisme, Persyaratan, dan Tata Cara
Pilkada Langsung Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.® Sedangkan tersier merupakan data yang memberikan
penjelasan dari data primer maupun sekunder. Dalam hal ini penggunaan kamus,
ensklopedi dan sebagainya.

4. Analisa Data.

Literatur-literatur atau data yang diperoleh dihimpun dan diuraikan,
kemudian diolah dengan cara data atau literatur yang telah diperoleh diseleksi dan
diklasifikasikan secara sistematis dan logis kemudian dianalisis secara mendalam.
Dengan cara demikian, diharapkan penelitian ini akan mendapatkan gambaran
yang spesifik dan komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan.

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini ialah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, yang
akhimya dari hal tersebut akan melahirkan pokok masalah yang menjadi sasaran
utama dalam penelitian ini. Di samping itu dalam bab ini akan dikemukakan
tujuan dan keguanaan dari penelitian ini. Setelah dijelaskan mengenai tujuan dan
kegunaan penelitian maka dilanjutkan dengan telaah pustaka dan kerangka
teoritik. Metode penelitian menjadi pembahasan selanjutnya dalam bab ini
merupakan kunci pisau analisis untuk bab-bab berikutnya. Di akhir bab pertama

ini diterangkan sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini.

8 paniel S. Salossa (peny.), Mekanisme. Persyaratan, dan Tata Cara Pilkada
Langsung Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,cet. ke-1
(Yogyakarta: Media Pressindo, 2005)
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Bab kedua akan digambarkan tinjavan umum tetang pemilihan kepala
daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dari pengertian umum
pemilihan kepala daerah, kemudian latar belakang yang melahirkan Undang-
Undang ini dan mekanisme yang akan dipakai dalam sistem pemilihan.

Bab ketiga akan menggambarkan makna kepemimpinan dalam Islam,
macam-macam pengangkatan kepemimpinan dalam Islam serta mekanisme
pemilihan kepemimpin dalam Islam.

Bab keempat merupakan bab analisis. Di dalam bab ini akan diketengahkan
analisis atas pemilihan kepala daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun
2004 ditinjau dari sudut figh siyasah.

Bab kelima ialah bab penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran-

saran yang relevan dengan studi karya ini.



BAB V
PENUTUP

A . Kesimpulan

Ditinjau dari segi hukum PILKADA merupakan masalah ijtihad karena tidak
ada ketentuan nas yang mengatur baik al-Quran maupun hadis, untuk itu manusia
diberi kewenangan dalam memilih sistem yang akan dipakai dalam pemilihan.

Secara umum, dilihat dari segi materi Undang-Undang No.32 Tahun 2004
Tentang Pemilihan Kepala Daerah, secara substansi peraturan/sistem pemilihan
kepala daerah secara langsung ini telah sesuai dengan pemilihan kepemimpinan
dalam Islam karena tidak ada yang bertentangan dengan konsep pemilihan
kepemimpinan dalam figih siyasah dan telah memenuhi prinsip-prinsip pemilihan
dalam Islam yaitu syura, yang bertumpu pada: Pertama persamaan, setiap orang
berhak mendapatkan hak pilih dan dipilih tnpa melihat status sosial Kedua
keadilan, memberikan apa yang harus menjadi haknya dalm hal ini senada dengan
persamaan yaitu mendapat hak pilih. Ketiga kebebasan, yaitu tidak ada unsur
paksaan dalam memilih, Keempat transparansi, yang berarti terbuka sehingga
setiap orang dapat mengakses semua tentang PILKADA mulai pencalonan hingga
pemungutan suara dan Kelima kebersamaan. Semua ikut bertanggung jawab atas
sukses dan tidaknya pemilu. Hanya saja berbeda pada tataran teknis karena harus
disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat yang sedang terjadi, demi tercapai
kemaslahatan umat. Sesuai dengan tujuan dibuatnya aturan syarai’ah yaitu

terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.
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Akan tetapi karena Undang-Undang ini merupakan produk yang baru dan
masih pada tahap uji coba tentunya masih diperlukan perbaikan-perbaikan
terutama pada tataran prakitis.

B. Saran-saran

Setelah melalui proses kajian terhadap sistem pemilihan kepala daerah
secara langsung, kiranya penyusun perlu mengemukakan saran sebagai kajian
penyusun atas permasalahan ini.

1. pemilihan kepala daerah scara langsung merupakan hal yang baru di
Indonesia, yang dibuat sebagai investasi besar kearah demokratisasi di
tingkat lokal, hanya saja yang perlu diperhatikan adalah membangun
kesadaran politik masyarakat, agar manyarakat memilih atas dasar
kualifikasi calon dan tidak hanya meramaikan pemilihan terlebih lagi
sasaran politik uang oleh para calon..

2. penelitian ini hanya dimaksudkan untuk mengetahui sistem pemilihan
kepala daerah secara langsung ditinjau dari figih siyasah, tentunya masth
banyak kekurangan yang ada dalam penelitian ini dan jauh dar
kesempurnaan, untuk itu diharapkan adanya penelitian lanjut yang lebih
baik, sebagai masukan bagi pengkaji politik Islam dan perkembangan

ketatanegaraan Islam.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN



TERJEMAHAN

NO

HALAMAN

TERJEMAHAN

10

I Tidak ada kebolchan untuk berijtihad mengenai

dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi)
seruan tuhannya, dan mendirikan shalat, sedang urusan
mereka diputuskan dengan musyawarah antara
mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki

yang kami berikan kepada mereka.

sesuatu yang padanya ada nas yang jelas dan pasti

(qat’i).

73

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

| Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik- |
baiknya padamu. Sesungguhnya Allah Maha
mendengar lagi Maha melihat.
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